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Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin merupakan sebuah
kewajiban bagi negara hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada
masyarakat miskin dalam rangka memberikan akses keadilan kepada masyarakat
miskin dengan tujuan terciptanya prinsip persamaan di hadapan hukum.
Masyarakat miskin sulit mendapatkan akses keadilan karena ketidakmampuan
mereka mendapatkan jasa hukum. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Blitar pada tahun 2020 masih ada masyarakat miskin sebanya 108,55
ribu jiwa. Salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Blitar adalah Lembaga
Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemberian
bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar
menurut hukum positif? 2) Bagaimana pemberian bantuan hukum yang diberikan
oleh lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar menurut perspektif figih
siyasah? 3) Bagaimana kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum Posbakumadin
Blitar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Blitar?.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Sedangkan metode analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis
menjelaskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di
lapangan untuk kemudian di kaji dengan teori yang telah didapat melalui studi
pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemberian bantuan hukum yang
diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, namun dalam
pelaksanaannya masih ada kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum yang
dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar. 2. Pemberian
bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan Posbakumadin Blitar
berdasarkan perspektif fiqih siyasah sesuai dengan konsep bantuan hukum Islam,
dimana dalam bantuan hukum Islam yang melatar belakangi pemberian bantuan
hukum adalah konsep persamaan hukum dan pemberian bantuan hukum yang
dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar berdasarkan penjelasan
di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah salah

XVi



satu upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum
yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan
kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan
hukum (equality before the law). 3) Kendala yang dihadapi oleh Posbakumadin
Blitar adalah masih banyak masyarakat Blitar yang belum tahu tentang adanya
bantuan hukum, Teknis penyaluran dana yang belum efektif, ruang lingkup bantuan
hukum yang harus diperluas.
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Providing legal aid to the poor is an obligation to the state of
law. Implementation of legal assistance to the poor in order to provide access to
justice to the poor with the aim of creating the principle of equality before the
law. The poor find it difficult to get access to justice because of their inability to
obtain legal services. According to data from the Central Statistics Agency (BPS)
Blitar district in 2020 there are still poor people as many as 108.55 thousand
people. One of the legal aid agencies in Blitar is Posbakumadin Blitar Legal Aid
Institute.

The formulation of the problem in this study is: 1) How is the provision of
legal aid provided by the legal aid agency Posbakumadin Blitar according to
positive law? 2) How is the provision of legal aid provided by the Blitar
Posbakumadian legal aid agency according to the perspective of figh siyasah? 3)
What are the obstacles faced by Posbakumadin Blitar legal aid agency in providing
legal assistance to the people of Blitar?.

The research used is empirical juridical or field research. Data collection
techniques used interviews, observations and documentation. While the method of
data analysis used using descriptive analysis explains the state of the object studied
based on the facts found in the field forthen reviewed with the theory that has been
obtained through the study of libraries.

The results showed that: 1) the provision of legal assistance provided by the
Posbakumadin Blitar Legal Aid Institute has been in accordance with the laws and
regulations on legal aid, but in its implementation there are still obstacles in the
provision of legal assistance carried out by the legal aid agency Posbakumadin
Blitar. 2. The provision of legal assistance provided by Posbakumadin Blitar aid
institutions based on the perspective of figh siyasah in accordance with the concept
of Islamic legal aid, where in islamic legal aid that is behind the provision of legal
aid is the concept of legal equality and the provision of legal assistance conducted
by the Legal Aid Institute Posbakumadin Blitar based on the explanation in Law
No. 16 of 2011 on Legal Aid is one of the efforts to meet and at the same time as
the implementation of the state law that recognizes and protects and guarantees the
human rights of citizens will need access to justice (access to justice) and equality

XViil



before the law). 3) The obstacle faced by Posbakumadin Blitar is that there are still
many Blitar people who do not know about the existence of legal aid, technical
distribution of funds that have not been effective, the scope of legal aid that must
be expanded.
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